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          Revolusi Industri 4.0 menghadirkan era disrupsi teknologi karena
otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat
pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear.
Financial Technology merupakan sebuah inovasi yang menggabungkan
antara financial service dan teknologi sebagai alternatif pilihan pada
masyarakat selain lembaga keuangan konvensional. Salah satu jenis
fintech di bidang pembiayaan ialah peer to peer lending. Peer to Peer
Lending (P2PL) di Indonesia banyak diminati masyarakat dengan
berbagai alasan salah satunya ialah karena kemudahan dan singkatnya
waktu pencairan dana. Hal ini terbukti dari kenaikan jumlah pinjaman
yang disalurkan terhitung hingga 31 Desember 2020 mengalami
kenaikan sebesar 91,30 % dibanding tahun 2019.
          Saat ini bisnis fintech di Indonesia setidaknya diatur dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Berbagai regulasi
yang berlaku atas fintech diharapkan dapat mengembangkan industri
keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan
bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan lembaga jasa
keuangan berbasis teknologi informasi. Namun, pada kenyataannya
regulasi ini belum sepenuhnya memberikan kepastian dan
perlindungan hukum bagi para pihak. Belum adanya aturan khusus
mengenai kewajiban mitigasi risiko khususnya risiko pinjaman
bermasalah, ambang batas rasio NPL (Non-Performing Loan), serta
implikasi hukum bagi penyelenggara P2PL dengan NPL tinggi
mengakibatkan persoalan hukum tersendiri.
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Kata Pengantar 

 

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, 

karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, Prosiding Seminar Nasional "Industri 

Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti" yang dapat 

diterbitkan. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW. 

Perguruan tinggi memegang peran penting dalam mengembangkan ilmu dan 

pengetahuan bagi masyarakat yang dapat menghasilkan SDM intelektual, keilmuan, 

profesional yang kreatif, berbudaya, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh. Dalam 

rangka memperkuat peran tersebut Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia secara 

konsisten melakukan penerbitan prosiding seminar nasional untuk mewadahi publikasi karya 

ilmiah dari insan pengembang ilmu pengetahuan. Penerbitan ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ke depannya. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Seminar dan Prosiding 

Seminar Nasional " Industri Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan 

Nanti" yang atas kerja kerasnya dapat menyelesaikan tugas dalam penerbitan prosiding ini. 

Kita semua berharap agar prosiding ini dapat memberikan kontribusi bagi seluruh pihak yang 

berkepentingan. Demi perbaikan penerbitan prosiding ke depannya, Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia sangat terbuka untuk menampung segala kritik yang konstruktif 

dan saran dari semua pihak. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhai dan memberikan balasan 

limpahan pahala kepada kita. Aamiin ya Rabbal 'alamiin. 

 

Yogyakarta, 30 Juni 2021 
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Tanggung Jawab PT Indonesia AirAsia Terhadap Penumpang 
Dalam Hal Pengembalian Dana Melalui Sistem Voucher 

 
Muhammad Sena Wiraditya Putra1, Retno Wulansari2 

 
Abstrak 

 
Pada awal tahun 2020 Covid-19 menyebar secara cepat dan luas yang mengakibatkan calon penumpang berpikir 
kembali untuk bepergian, namun karena kepentingan tertentu beberapa penumpang tetap melanjutkan perjalanan. 
Beberapa hari sebelum berangkat penumpang diberitahu bahwa penerbangannya dibatalkan tanpa alasan yang jelas 
sehingga penumpang mengajukan permohonan pengembalian dana namun maskapai memberikan pengembalian dana 
dalam bentuk kupon/voucher. Objek penelitian ini adalah PT Indonesia AirAsia. Penelitian ini merupakan penelitian 
yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengaitkan sudut pandang hukum yang berlaku di 
masyarakat. Hasil dari pembahasan dan penelitian ini menunjukan bahwa PT Indonesia AirAsia kurang 
memperhatikan substansi pasal yang ada pada peraturan perundang-undangan seperti hak-hak konsumen yang tidak 
terpenuhi dan kurangnya profesionalisme dikarenakan tidak adanya layanan pengaduan yang dapat digunakan oleh 
penumpang. Dan bentuk penyelesaian sengketa yang dapat diupayakan oleh penumpang maskapai PT Indonesia 
AirAsia yaitu dengan melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi) 

 
Kata kunci: Penerbangan, Pengembalian, Voucher 

Pendahuluan 

Angkutan Umum seperti pesawat menjadi salah satu pilihan yang banyak 

digunakan oleh masyarakat untuk bepergian karena jangkauan wilayah yang luas dan 

waktu yang digunakan ketika seseorang menggunakan transportasi pesawat saat 

menempuh antar pulau, antar kota hingga antar negara dapat dilakukan dengan hitungan 

jam bahkan hitungan menit saja. Fungsi utama dari angkutan udara adalah sebagai sarana 

jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air.3 

Perusahaan angkutan umum dalam penerbangan lebih sering disebut dengan maskapai 

penerbangan nasional yaitu sebuah perusahaan transportasi udara yang dibentuk oleh 

pemerintah sebagai wujud pemenuhan perhubungan negara di dalam suatu negara yang 

diregistrasikan di dalam negara tersebut.4  

Awal tahun 2020, pandemi Covid-19 di Indonesia menyebar dimana hal tersebut 

menyebabkan para penumpang mau tidak mau mengajukan penundaan penerbangan 

hingga membatalkan penerbangan karena penyebaran virus yang begitu cepat. Akibat dari 

pengajuan penundaan dan pembatalan jadwal penerbangan, banyak maskapai 

penerbangan dalam hal ini termasuk PT Indonesia AirAsia sangat kewalahan dalam 

pengembalian uang pembelian tiket milik penumpang karena permintaan yang begitu 

banyak sehingga PT Indonesia AirAsia inisiatif mengembalikan dana dalam bentuk 

 
1 Muhammad Sena Wiraditya, Mahasiswa Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam 

Indonesia 2017, E-mail: 17410047@students.uii.ac.id 
2 Retno Wulansari, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: 094100410@uii.ac.id 
3  Sution Usman Adji, Djoko Prakoso & Hari Pramono, Hukum Pengangkutan Di Indonesia, PT. Rinka 

Cipta, Jakarta, 1991, hlm 1 
4 Maskapai penerbangan nasional adalah sebuah diregistrasikan di dalam negara tersebut 

https://id.wikipedia.org/wiki/Maskapai_penerbangan_nasional#:~:text=Maskapai%20penerbangan%20nasiona
l%20adalah%20sebuah,diregistrasikan%20di%20dalam%20negara%20tersebut. Diakses pada tanggal 12 
September 2020, Pukul 00.01 

https://id.wikipedia.org/wiki/Maskapai_penerbangan_nasional#:~:text=Maskapai%20penerbangan%20nasional%20adalah%20sebuah,diregistrasikan%20di%20dalam%20negara%20tersebut
https://id.wikipedia.org/wiki/Maskapai_penerbangan_nasional#:~:text=Maskapai%20penerbangan%20nasional%20adalah%20sebuah,diregistrasikan%20di%20dalam%20negara%20tersebut
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voucher. Namun pengembalian dana dalam bentuk voucher tersebut kurang 

mendapatkan respon yang positif karena penumpang tidak mengetahui kebijakan tersebut 

dan voucher pesawat tersebut tidak dapat digunakan kepada maskapai lainnya. 

Penumpang merasa sangat dirugikan oleh kebijakan yang dibuat PT AirAsia tersebut. 

Terlebih ketika konsumen meminta pertanggung jawaban kepada pihak maskapai, pihak 

maskapai hanya menyediakan layanan pengaduan melalui Whatsapp, Facebook, Twitter 

dan AVA. AVA adalah Airasia Virtual Allstar merupakan robot yang diberdayakan oleh 

kecerdasan buatan (Artificial intelligence/AI) dan hanya menjawab pertanyaan 

berdasarkan kata kunci yang terkait dengan produk dan layanan AirAsia. 

Penulis menemukan dalam hal ini penumpang masih lemah kesadaran dan kurang 

paham kan hak – haknya sebagai konsumen.  Konsumen dihadapkan pada keadaan ketika 

tidak dapat menentukan pilihannya sendiri karena pelaku usaha memonopoli nya. Karena 

pelaku usaha menggunakan prinsip ekonomi yaitu mendapatkan keuntungan semaksimal 

mungkin dengan modal yang seminimal mungkin artinya dengan pemikiran umum 

seperti ini, sangat mungkin konsumen akan dirugikan baik langsung maupun tidak 

langsung.5 Terlihat dari minimnya pilihan yang penumpang miliki yaitu pengembalian 

dana namun melalui sistem voucher (akun kredit) atau Penggantian jadwal penerbangan. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan isu dan fakta hukum yang telah penulis uraikan di atas, penulis 

tertarik untuk membahas tentang permasalahan yang mengacu pada beberapa hal yaitu : 

1. Bagaimana tanggung Jawab PT Indonesia AirAsia terhadap penumpang dalam hal 

pengembalian dana tiket pesawat melalui sistem Voucher? 

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang terkait 

pengembalian dana berupa voucher? 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian 

yuridis-normatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang diperlukan dalam penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tersier.  

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan studi pustaka dan 

studi dokumen. Metode analisis data dalam penulisan ini menggunakan metode analisis 

deskriptif kualitatif, dengan cara data yang diperoleh dilihat kesesuaiannya kemudian 

disimpulkan untuk mendapatkan gambaran atas jawaban permasalahan yang 

dikemukakan. Adapun beberapa penelitian yang mirip dan pernah dilakukan sebelumnya 

diantaranya: 

 

 
5 Adrianus Meliala, Praktek Bisnis Curang, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, Hlm 114  
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Pembahasan 

Tanggung jawab PT Indonesia Airasia Terhadap Penumpang Dalam 
Pengembalian Dana Tiket Pesawat Melalui Sistem Voucher 

Pada awal tahun 2020 pandemi Covid-19 di Indonesia menyebar dimana hal 

tersebut menyebabkan para penumpang mau tidak mau mengajukan penundaan 

penerbangan hingga membatalkan penerbangan karena penyebaran virus yang begitu 

cepat. Termasuk PT Indonesia AirAsia sangat kewalahan dalam pengembalian uang 

pembelian tiket milik penumpang karena permintaan yang begitu banyak sehingga PT 

Indonesia AirAsia inisiatif mengembalikan dana dalam bentuk voucher.  

Hal seperti ini untuk beberapa konsumen yang tingkat ekonominya tinggi 

penjadwalan ulang dan penggantian dengan voucher tidak masalah karena masih bisa 

menjadwal ulang kepentingannya dikemudian hari namun untuk konsumen yang tingkat 

ekonominya rendah refund dalam bentuk uang tunai sangat diperlukan terlebih dalam 

masa Covid-19 dimana uang tersebut dapat digunakan untuk keperluan lain. 

Inisiatif pengembalian dana tersebut menimbulkan beberapa persoalan yaitu 

Penumpang dipaksa untuk membuka sistem pembayaran elektronik (uang elektronik) 

yang diwajibkan oleh pengelola platform karena pengembalian dana akan dilakukan 

melalui sistem pembayaran elektronik tersebut. Hal seperti ini untuk beberapa konsumen 

yang tingkat ekonominya tinggi penjadwalan ulang dan penggantian dengan voucher 

tidak masalah karena masih bisa menjadwal ulang kepentingannya dikemudian hari 

namun untuk konsumen yang tingkat ekonominya rendah refund dalam bentuk uang tunai 

sangat diperlukan terlebih dalam masa Covid-19 dimana uang tersebut dapat digunakan 

untuk keperluan lain. 

Pada pasal pertama dari buku III KUHPerdata prestasi adalah memberikan 

sesuatu, berbuat sesuatu, dan atau tidak berbuat sesuatu.6 Prestasi dari penumpang ialah 

membayar sejumlah uang yang disepakati oleh pengangkut, sedangkan prestasi dari 

pengangkut adalah mengangkut barang dan/atau penumpang dengan selamat sampai 

tujuan tanpa adanya hambatan. Jika pengangkut tidak dapat melaksanakan kewajibannya 

sebagaimana yang sudah diperjanjikan maka pengangkut wajib bertanggung jawab atas 

tidak terpenuhinya hak – hak penumpang.  

Salah satu pokok dalam bidang Hukum Udara Perdata adalah masalah Perjanjian 

Angkutan Udara; antara lain karena erat berhubungan dengan suatu masalah lain, yang 

sejak permulaan pertumbuhan Hukum Udara mendapatkan perhatian yang besar dari 

para ahli Hukum Udara, yaitu masalah tanggung jawab pengangkut udara.7 

Terdapat beberapa hak yang diatur dalam UU Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 

antara lain adalah: 

a. Penumpang berhak untuk diangkut oleh angkutan udara setelah disepakati 
perjanjian pengangkutan. 

b. Penumpang berhak mendapatkan pelayanan yang layak 

 
6 R setiawan, Pokok – pokok Hukum Perikatan, Raja Abardin, Bandung, 1977, hlm 15 
7 E. Suherman, Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm 36 
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c. Penumpang berhak mendapatkan ganti kerugian yang diakibatkan oleh angkutan 
udara di dalam pesawat atau/dan naik turun pesawat udara. 

d. Penumpang berhak mendapatkan ganti kerugian karena bagasi tercatat hilang, 
musnah, atau rusak. 

e. Penumpang berhak mendapatkan ganti kerugian atas terjadinya keterlambatan, 
tidak terangkutnya penumpang. 

f. Ahli Waris atau korban sebagai akibat kejadian angkutan udara berhak mengajukan 
penuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian tambahan selain ganti 
kerugian yang telah ditetapkan. 
 

Pada dasarnya, keterlambatan atau penundaan penerbangan adalah suatu bentuk 

wanprestasi karena pihak maskapai gagal memenuhi kesepakatan / perjanjian untuk 

mengangkut penumpang. sehingga penumpang mengalami kerugian waktu, biaya dan 

tenaga. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban 

sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan 

debitur.8 Dalam Hukum Internasional, setiap perbuatan yang merugikan pihak lainnya 

harus bertanggung jawab dengan cara membayar ganti rugi atau kompensasi.9 Pada Pasal 

146 Undang–Undang Penerbangan diatur tentang pengangkut bertanggung jawab atas 

kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau 

kargo kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut 

disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. 

Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan 

pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat 

membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis 

operasional. Faktor cuaca yang dimaksud adalah hujan lebat, petir, badai, kabut, asap, 

jarak pandang di bawah standar minimal atau kecepatan angin yang melampaui standar 

maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan. Sedangkan untuk teknis 

operasional yang dimaksud adalah bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak 

dapat digunakan operasional pesawat udara, lingkungan menuju bandar udara atau 

landasan terganggu fungsinya misalnya retak, banjir atau kebakaran. Terjadinya antrian 

pesawat udara lepas landas (take off), mendarat (landing), atau alokasi waktu 

keberangkatan (departure slot time) di bandar udara. Keterlambatan pengisian bahan bakar 

(refuelling). Dalam hal ini keterlambatan yang diakibatkan oleh faktor cuaca atau force 

majeure (keadaan memaksa) masih dapat dikecualikan namun apabila keterlambatan 

tersebut akibat dari kelalaian manajemen maskapai maka hal tersebut sudah termasuk 

pelanggaran hak – hak konsumen jasa penerbangan. 

Setiap kerugian yang dialami oleh penumpang merupakan suatu permasalahan 

hukum khususnya merupakan tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap 

penumpang dan pemilik barang baik sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan 

maupun sebagai konsumen.10 Prinsip tanggung jawab maskapai  penerbangan terhadap 

penumpang atas pembatalan penerbangan berdasarkan peraturan yang berlaku 

 
8 Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hlm 45 
9 Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm 87 
10 Ridwan Khairandy, Tanggung Jawab pengangkut dan Asuransi Tanggung Jawab Sebagai Instrumen 

Perlindungan Konsumen Angkutan Udara, Jurnal Hukum Bisnis vol 25, Jakarta, 2006, hlm 20-21 
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menerapkan prinsip tanggung jawab hukum praduga bersalah (Presumption of liability) 

yaitu pengangkut secara otomatis berkewajiban mengganti kerugian kecuali pengangkut 

dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah atau beban pembuktian terbalik.11 

Pada prinsipnya kegiatan pengangkutan udara merupakan hubungan hukum yang 

bersifat perdata akan tetapi mengingat transportasi udara telah menjadi kebutuhan 

masyarakat secara luas maka diperlukan campur tangan negara/pemerintah dalam 

kegiatan pengangkutan udara yaitu menentukan kebijakan – kebijakan atau regulasi yang 

berhubungan dengan kegiatan pengangkutan udara sehingga kepentingan konsumen 

sebagai pengguna jasa transportasi udara terlindungi.12 

Sejalan dengan adanya Covid-19 berdasarkan keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran 

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional pada bagian kesatu yang 

menyatakan bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran Coronavirus Disease 

2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Oleh sebab itu keputusan presiden tersebut 

digunakan sebagai dasar hukum force majeure karena tidak terpenuhinya prestasi karena 

hal tersebut diluar kemampuannya. Namun hal tersebut tidak bisa otomatis dijadikan 

alasan untuk membatalkan kontrak karena kontrak tetap dilaksanakan sesuai dengan 

isinya. 

Apabila maskapai mengalami keterlambatan sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Huruf 

f Permenhub Nomor 89 Tahun 2015 menyebutkan pihak maskapai melakukan pengalihan 

ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket.  Sejalan dengan 

pemberian ganti rugi tersebut pada Pasal 10 Ayat (1) Permenhub Nomor 89 Tahun 2015 

menjelaskan bahwa apabila pembelian tiket dilakukan melalui transaksi tunai, maka 

badan usaha angkutan udara wajib mengembalikan secara tunai pada saat penumpang 

melaporkan diri kepada badan usaha angkutan udara. Sedangkan untuk penumpang yang 

melakukan pembelian tiket melalui transaksi non tunai melalui kartu kredit, maka 

maskapai badan usaha mengembalikannya melalui transfer ke rekening kartu kredit 

selama – lamanya 30 hari kalender. 

Penumpang tidak dapat memutuskan perikatan dengan maskapai karena masih 

ada hubungan hukum berupa voucher yang tersimpan pada aplikasi Airasia hal ini seolah 

memaksa penumpang untuk membuat hubungan hukum dengan memesan tiket baru, 

sedangkan penumpang belum tentu memerlukan perjalanan pada masa keberlakuan 

voucher tetapi penumpang tidak mempunyai pilihan lain selain menggunakan voucher 

karena pada akhirnya jika voucher tidak digunakan maka otomatis hak konsumen13 untuk 

melaksanakan prestasi maskapai pasca berakhirnya jangka waktu berlakunya voucher.14 

 

 
11 Sri Syawali Dan Nani Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000, 

hlm.95. 
12  Gunawan Widaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta 2003, Hlm ix 
13 Retna Gumanti, “Reconceptualizing Consumer Contracts In The Philosophical Perspective of 

Pancasila,” Prophetic Law Review vol. 1, no. 1, 2019, hlm. 37–57. 
14 https://kliklegal.com/refund-tiket-pesawat-dalam-bentuk-voucher-akibat-pandemi-covid-19-dalam-

perspektif-hukum-perdata/ diakses pada 12 april 2021 pukul 20.21 

https://kliklegal.com/refund-tiket-pesawat-dalam-bentuk-voucher-akibat-pandemi-covid-19-dalam-perspektif-hukum-perdata/
https://kliklegal.com/refund-tiket-pesawat-dalam-bentuk-voucher-akibat-pandemi-covid-19-dalam-perspektif-hukum-perdata/
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Gambar diatas merupakan salah satu pemberitahuan pembatalan penerbangan 

secara sepihak oleh pihak maskapai PT Indonesia AirAsia tanpa alasan yang jelas. Seperti 

yang diketahui bahwa dalam hal terjadi keterlambatan (penerbangan) maskapai 

penerbangan wajib memberikan informasi pembatalan penerbangan yang meliputi 

informasi yang benar dan jelas mengenai pembatalan penerbangan dan kepastian 

keberangkatan yang disampaikan kepada penumpang.  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 yang 

menyebutkan apabila badan usaha angkutan udara atau maskapai penerbangan 

mengalami keterlambatan penerbangan atau pembatalan penerbangan maka pihak 

maskapai melakukan pengalihan ke penerbangan berikutnya. Memang pihak maskapai 

telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 24 Ayat (1) Huruf d Permenhub Nomor 85  

Tahun 2020 dimana pihak maskapai memberikan voucher sebesar nilai biaya jasa 

angkutan udara (tiket) yang dibeli oleh penumpang dapat digunakan kembali untuk 

penerbangan lainnya dan berlaku paling singkat 1 (satu) tahun serta dapat diperpanjang 

paling banyak 1 (satu) kali. Namun pengembalian dana dalam bentuk voucher tersebut 

dilakukan tanpa persetujuan dari penumpang, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 24 

Ayat 2 Permenhub Nomor 85 Tahun 2020 dimana pihak maskapai PT Indonesia AirAsia 

tidak mengikuti ketentuan di dalam pasal tersebut yang menerangkan bahwa “ketentuan 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kesepakatan antara badan usaha angkutan 

udara dengan calon penumpang”.  

Walaupun dengan adanya situasi keadaan memaksa seperti Covid-19, maka 

dikeluarkannya regulasi seperti Permenhub Nomor 25 Tahun 2020. Maka pengembalian 

uang sebagai kompensasi refund haruslah yang pertama dan terutama barulah jika ada 

pilihan lain bisa diatur selanjutnya. Meskipun sudah setahun berjalan maskapai AirAsia 

masih saja kurang memperhatikan substansi Pasal 27 Ayat (1) Huruf a Permenhub Nomor 

13 Tahun 2021 yang dimana pengembalian dana sebesar 100% (seratus persen) secara tunai 

dan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah calon penumpang mengajukan 

permohonan pengembalian. Maskapai AirAsia tidak mengembalikan voucher tersebut 

menjadi uang tunai kepada para penumpangnya meskipun Peraturan Menteri 

Perhubungan yang baru sudah dikeluarkan. 

Yang menarik dalam Permenhub 25 tahun 2020 tersebut untuk pembatalan 

pengangkutan dengan kereta api dan kapal laut pilihan pertama kompensasi adalah 

pengembalian uang barulah kemudian penjadwalan ulang, perubahan rute dan 

penggantian dengan voucher sementara untuk kompensasi pembatalan penerbangan 

tidak ada pilihan penggantian dengan uang sehingga terlihat adanya diskriminasi bagi 

pemakai transportasi udara.15 

Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Penumpang Terkait Pengembalian 
Dana Berupa Voucher  

Pada dasarnya penyelesaian sengketa menurut Pasal 45 Undang–Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibagi menjadi dua yaitu penyelesaian 

diluar lembaga atau peradilan umum dan penyelesaian melalui lembaga atau peradilan 

umum. Dua penyelesaian sengketa tersebut tujuannya untuk mempermudah konsumen 

untuk mendapatkan kepastian hukum untuk menuntut tanggung jawab atas kelalaian 

atau kerugian yang dihasilkan oleh maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha. Adapun 

beberapa mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, yaitu: 

1. Penyelesaian diluar lembaga atau peradilan umum. 

 Pada Pasal 47 Undang–Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa 

penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencari 

kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindak 

tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali 

kerugian yang diderita oleh konsumen. Dalam memilih penyelesaiannya dapat 

menggunakan beberapa macam penyelesaiannya antara lain: 

a. Melalui kritik dan saran, pengaduan atau call centre maskapai Airasia.  

b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Pasal 49 Undang–Undang Nomor 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) 

c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) 

2. Sedangkan untuk mekanisme penyelesaian peradilan umum. Pelaku usaha mempunyai 

kewajiban untuk melaksanakan putusan yang diselesaikan melalui Badan Penyelesaian 

 

15 https://komunitaskonsumen.id/refund/ diakses pada 13 Mei 2021 Pukul 20.58 

https://komunitaskonsumen.id/refund/
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Sengketa Konsumen. Apabila pelaku usaha tidak menjalankan putusan yang 

diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maka BPSK akan 

menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai 

dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku seperti apa yang sudah diatur 

dalam Undang–Undang Perlindungan Konsumen tepatnya pada Pasal 56 ayat (4). 

Peradilan dalam hal ini ialah peradilan perdata yang berada pada pengadilan negeri 

yang mengacu pada ketentuan peradilan umum. namun sebelum mengajukan upaya 

hukum konsumen itu sendiri harus memenuhi ketentuan dan prosedur dalam 

berperkara di pengadilan. Adapun langkah – langkah yang harus disiapkan antara lain: 

a. Menyusun gugatan 

b. Mempersiapkan alat bukti atau dokumen yang berhubungan dengan pengangkutan 

udara, seperti tiket pesawat dan/atau invoice surat tagihan pembayaran tiket 

pesawat 

c. Menyusun rincian kerugian yang diderita 

Realitanya bagi penumpang sulit untuk menghadirkan bukti-bukti guna 

memperkuat gugatannya. Sebaliknya, bagi pelaku usaha dengan berbagai keunggulannya 

(secara ekonomis, sosial, psikologis), relatif lebih mudah berkelit menghindar dari gugatan 

penumpang.16  

Penutup 

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang sudah diuraikan diatas mengenai 

Tanggung jawab PT AirAsia Indonesia terhadap penumpang dalam hal pengembalian 

dana melalui sistem voucher dapat disimpulkan bahwa: 

1. Maskapai AirAsia kurang memperhatikan substansi Pasal 140 Ayat (2) Undang-

Undang Penerbangan mengenai pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa 

angkutan udara. Serta substansi pada Pasal 27 Ayat (1) Huruf a Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah 

Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 dimana pengembalian biaya tiket 

dilakukan 100% (seratus persen) secara tunai dan pada Pasal 1 ayat (1), ayat (3) dan ayat 

(4) Undang–Undang Perlindungan Konsumen dimana penumpang berhak 

mendapatkan kenyamanan seperti kemudahan dalam berkomunikasi dengan layanan 

pengaduan AirAsia serta mendapatkan informasi yang jelas mengenai penyebab 

pembatalan penerbangan. 

2. Mengacu pada Pasal 45 Undang – Undang Perlindungan Konsumen bahwa setiap 

konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang 

bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui 

peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Terdapat berbagai upaya 

hukum yang dapat penumpang lakukan asas apabila mengalami kerugian yang 

disebabkan oleh maskapai dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan 

berdasarkan pilihan sukarela para pihak. Untuk penyelesaian diluar lembaga atau 

peradilan umum dapat dilakukan melalui: 

 
16  Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 63 
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a. Kritik dan saran, pengaduan atau call centre maskapai air asia.  

b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) 

Sedangkan untuk penyelesaian melalui peradilan umum sama seperti peradilan 

perdata seperti biasanya yang mengacu pada ketentuan – ketentuan peradilan umum. 

Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penelitian yang telah dijabarkan diatas 

maka perlu regulasi terperinci mengenai ganti rugi khususnya dalam hal pengembalian 

dana dalam bentuk voucher. Tanpa mengurangi hak dan kewajiban pelaku usaha dan 

konsumen. Serta mekanisme pengawasan agar lebih diperketat dan dipertegas dalam 

mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyedia jasa 

penerbangan. Sedangkan untuk maskapai penerbangan AirAsia seharusnya memberikan 

pilihan dalam sistem pengembalian dana apakah mau di simpan di akun kredit tersebut 

atau dapat dicairkan secara tunai kepada penumpangnya. PT Indonesia AirAsia 

seharusnya bersikap profesional dengan tetap menyediakan layanan pengaduan via 

telepon dan tidak mengandalkan robot yang ada pada situs dan aplikasi Airasia agar 

mempermudah memproses keluhan dari penumpangnya. Dan untuk para Konsumen 

diharapkan agar lebih berhati – hati dan teliti dalam membaca syarat dan ketentuan yang 

dimiliki oleh suatu maskapai dalam pengembalian dana khususnya maskapai AirAsia 

karena terdapat syarat dan ketentuan yang baru menyesuaikan dengan adanya Covid-19. 

Selanjutnya konsumen yang merasa dirugikan dapat menyelesaikan permasalahannya 

dengan menggunakan sarana penyelesaian sengketa baik diluar lembaga maupun pada 

peradilan umum itu sendiri. 
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